
BUPATI GORONTALO 

PROVINSI GORONTALO 

PERATURAN BUPATI GORONTALO 

NOMOR TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2016 TENTANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, TATA K E R J A 

DINAS KETAHANAN PANGAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI GORONTALO, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

99 Tahun 2018 Tentang Pembinaan Dan Pengendalian 

Perangkat Daerah perlu dilakukan penyesuaian kelembagaan 

di Pemerintah Daerah; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ay at (1) Peraturan 

Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 9 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Gorontalo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang perubahan atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 9 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Gorontalo, ketentuan lebih lanjut 

mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, 

serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya 

ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Perubahan atas Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 42 Tahun 
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PERATURAN BUPATI GORONTALO 
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PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2016 TENTANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, TATA KERJA 

Menimbang 

DINAS KETAHANAN PANGAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI GORONTALO, 

: a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

99 Tahun 2018 Tentang Pembinaan Dan Pengendalian 

Perangkat Daerah perlu dilakukan penyesuaian kelembagaan 

di Pemerintah Daerah, 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan 

Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 9 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Gorontalo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang perubahan atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 9 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Gorontalo, ketentuan lebih lanjut 

mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, 

serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya 

ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati, 

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Perubahan atas Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 42 Tahun



2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi, Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan. 

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 

74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

1822); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6573); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang 

Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati I I Gorontalo dari Isimu 

ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3147) ; 

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 

2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 

tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

(Lemabran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6402); 

5. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 

43/Permentan/OT.010/8/2016 Tahun 2016 tentang 

Pedoman ,Tugas dan fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas 

Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. 

Mengingat 1, 

' KD
 

' 

2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi, Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan. 

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 

74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

1822), 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6573), 

. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang 

Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Gorontalo dari Isimu 

ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3147) , 

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 

2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 

tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

(Lemabran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6402), 

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 

43/Permentan/OT.010/8/2016 Tahun 2016 tentang 

Pedoman ,Tugas dan fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas 

Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. 
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6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 

Tentang Pembinaan Dan Pengendalian Perangkat Daerah ( 

Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2018 Nomor 1539); 

7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gorontalo 

(Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 Nomor 

% 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2016 TENTANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, 

TATA K E R J A DINAS KETAHANAN PANGAN. 

Pasal 1 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 

42 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Tugas Dan Fungsi, Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan 

(Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 Nomor 

42) diubah sebagai ber ikut: 

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai ber ikut : 

Pasal 4 

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Daerah 

dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas 

pembantuan di bidang ketahanan pangan, serta melaksanakan 

tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan. 

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai ber ikut: 

Pasal 5 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4, Kepala Dinas mempunyai fungsi : 

a. perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan 

pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan 

.3. 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 

Tentang Pembinaan Dan Pengendalian Perangkat Daerah ( 

Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2018 Nomor 1539), 

7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gorontalo 

(Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 Nomor 

9). 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2016 TENTANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, 

TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN. 

Pasal 1 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 

42 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Tugas Dan Fungsi, Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan 

(Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 Nomor 

42) diubah sebagai berikut : 

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 4 

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Daerah 

dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas 

pembantuan di bidang ketahanan pangan, serta melaksanakan 

tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan. 

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 5 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4, Kepala Dinas mempunyai fungsi : 

a. perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan 

pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan 

  

 



pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan 

pangan; 

b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan 

pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan 

pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan 

pangan; 

0 . pengkoordinasian penyediaan infrastruktur dan pendukung 

di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, 

distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman 

konsumsi dan keamanan pangan; 

d. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang 

ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, 

cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan 

keamanan pangan; 

e. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan 

penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan 

pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, 

penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan; 

f. pelaksaanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan; 

g. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas 

dan fungsi kedinasan. 

3. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 12 

(1) Seksi Ketersediaan Pangan dan Sumber Daya Pangan, 

mempunyai tugas : 

a. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang 

ketersediaan pangan dan sumber daya pangan; 

b. melakukan penyiapan bahan koordinasi ketersediaan 

pangan dalam rangka menghadapi hari besar keagamaan 

nasional (HBKN); 

c. melakukan penyiapan bahan analisis di bidang 

ketersediaan pangan dan sumber daya pangan; 

pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan 

pangan, 

b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan 

pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan 

pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan 

pangan, 

Cc. pengkoordinasian penyediaan infrastruktur dan pendukung 

di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, 

distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman 

konsumsi dan keamanan pangan, 

d. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang 

ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, 

cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan 

keamanan pangan, 

e. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan 

penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan 

pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, 

penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan, 

f. pelaksaanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan, 

g. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas 

dan fungsi kedinasan. 

3. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 12 

(1) Seksi Ketersediaan Pangan dan Sumber Daya Pangan, 

mempunyai tugas : 

a. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang 

ketersediaan pangan dan sumber daya pangan, 

b. melakukan penyiapan bahan koordinasi ketersediaan 

pangan dalam rangka menghadapi hari besar keagamaan 

nasional (HBKN), 

c. melakukan penyiapan bahan analisis di bidang 

ketersediaan pangan dan sumber daya pangan, 

Ti
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d. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan 

pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan pangan dan 

sumber daya pangan; 

e. melakukan penyiapan data dan informasi untuk 

penyusunan neraea bahan makanan (NBM); 

f. melakukan penyiapan data dan informasi untuk 

penghitungan pola pangan harapan (PPH) ketersediaan 

pangan; 

g. melakukan penyiapan bahan pengembangan jaringan 

informasi ketersediaan pangan; 

h. melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang 

ketersediaan pangan dan sumber daya pangan; 

i. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, 

supervisi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan 

pangan dan sumber daya pangan; dan 

j . melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas 

kedinasan. 

(2) Seksi Kerawanan Pangan dan Kewaspadaan Pangan 

mempunyai tugas : 

a. melakukan penyiapan bahan koordinasi penanganan 

kerawanan pangan dan kewaspadaan pangan; 

b. melakukan penyiapan bahan analisis penanganan 

kerawanan pangan dan kewaspadaan pangan; 

c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan 

pelaksanaan kegiatan penanganan kerawanan pangan dan 

kewaspadaan pangan; 

d. melakukan penyiapan bahan intervensi daerah rawan 

pangan; 

e. melakukan penyiapan bahan penyusunan dan analisis 

sistem kewaspadaan pangan dan gizi; 

f. melakukan penyiapan data dan informasi kerentanan dan 

ketahanan pangan; 

g. melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang 

kerawanan pangan dan kewaspadaan pangan; 

melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan 

pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan pangan dan 

sumber daya pangan, 

melakukan penyiapan data dan informasi untuk 

penyusunan neraca bahan makanan (NBM), 

melakukan penyiapan data dan informasi untuk 

penghitungan pola pangan harapan (PPH) ketersediaan 

pangan, 

melakukan penyiapan bahan pengembangan jaringan 

informasi ketersediaan pangan, 

melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang 

ketersediaan pangan dan sumber daya pangan, 

melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, 

supervisi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan 

pangan dan sumber daya pangan, dan 

melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas 

kedinasan. 

Seksi Kerawanan Pangan dan Kewaspadaan Pangan 

mempunyai tugas : 

a. melakukan penyiapan bahan koordinasi penanganan 

kerawanan pangan dan kewaspadaan pangan, 

melakukan penyiapan bahan analisis penanganan 

kerawanan pangan dan kewaspadaan pangan, 

melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan 

pelaksanaan kegiatan penanganan kerawanan pangan dan 

kewaspadaan pangan, 

melakukan penyiapan bahan intervensi daerah rawan 

pangan, 

melakukan penyiapan bahan penyusunan dan analisis 

sistem kewaspadaan pangan dan gizi, 

melakukan penyiapan data dan informasi kerentanan dan 

ketahanan pangan, 

melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang 

kerawanan pangan dan kewaspadaan pangan, 

"WABUPI 
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h. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan 

pelaporan kegiatan di bidang kerawanan pangan dan 

kewaspadaan pangan; dan 

i . melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas 

kedinasan. 

4. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga menjadi sebagai berikut: 

Pasal 16 

(1) Seksi Distribusi dan Harga Pangan mempunyai tugas : 

a. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang 

distribusi dan harga pangan; 

b. melakukan penyiapan bahan analisis di bidang distribusi 

dan harga pangan; 

e. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan 

pelaksanaan kegiatan di bidang distribusi dan harga 

pangan; 

d. melakukan penyiapan data dan informasi rantai pasok dan 

jaringan distribusi pangan; 

e. penyiapan bahan pengkajian di bidang distribusi dan 

harga pangan; 

f. melakukan penyiapan pengembangan kelembagaan 

distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat 

terhadap pangan; 

g. melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang 

distribusi dan harga pangan serta penyusunan prognosa 

neraea pangan; 

h. melakukan penyiapan pengumpulan data harga pangan di 

tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga; 

i . melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan 

pelaporan kegiatan di bidang distribusi pangan, pasokan 

dan harga pangan; dan 

j . melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas 

kedinasan. 

(2) Seksi Cadangan Pangan mempunyai tugas : 

a. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang 

cadangan pangan; 

bh 

h. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan 

pelaporan kegiatan di bidang kerawanan pangan dan 

kewaspadaan pangan, dan 

i. melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas 

kedinasan. 

4. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga menjadi sebagai berikut: 

Pasal 16 

(1) Seksi Distribusi dan Harga Pangan mempunyai tugas : 

a. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang 

distribusi dan harga pangan, 

b. melakukan penyiapan bahan analisis di bidang distribusi 

dan harga pangan, 

c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan 

pelaksanaan kegiatan di bidang distribusi dan harga 

pangan, 

d. melakukan penyiapan data dan informasi rantai pasok dan 

jaringan distribusi pangan, 

e. penyiapan bahan pengkajian di bidang distribusi dan 

harga pangan, 

f. melakukan penyiapan pengembangan kelembagaan 

distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat 

terhadap pangan, 

g. melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang 

distribusi dan harga pangan serta penyusunan prognosa 

neraca pangan, 

h. melakukan penyiapan pengumpulan data harga pangan di 

tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga, 

i. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan 

pelaporan kegiatan di bidang distribusi pangan, pasokan 

dan harga pangan, dan 

j. melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas 

kedinasan. 

(2) — Seksi Cadangan Pangan mempunyai tugas : 

a. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang 

cadangan pangan, 

Pt Large 
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b. melakukan penyiapan bahan analisis di bidang cadangan 

pangan; 

c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan 

pelaksanaan kebijakan di bidang cadangan pangan; 

d. melakukan penyiapan pengadaan, pengelolaan, dan 

penyaluran cadangan pangan pemerintah kabupaten 

(pangan pokok dan pangan pokok lokal); 

e. melakukan penyiapan pemanfaatan cadangan pangan 

pemerintah kabupaten; 

f. melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang 

cadangan pangan; 

g. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan 

pelaporan kegiatan di bidang cadangan pangan; dan 

h. melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas 

kedinasan. 

5. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga menjadi sebagai ber ikut: 

(1) Seksi Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan mempunyai 

a. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang 

konsumsi pangan dan penganekaragaman pangan; 

b. melakukan penyiapan bahan analisis di bidang konsumsi 

pangan dan penganekaragaman pangan; 

c. promosi penganekaragaman konsumsi pangan, dan 

pengembangan pangan local; 

d. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan 

pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan dan 

penganekaragaman pangan; 

e. melakukan penyiapan penghitungan angka konsumsi 

pangan per komoditas per kapita per tahun dan 

penghitungan tingkat konsumsi energi dan protein 

masyarakat per kapita per tahun; 

f. melakukan penyiapan bahan pemanfaatan lahan 

pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga; 

Pasal 20 

tugas: 

melakukan penyiapan bahan analisis di bidang cadangan 

pangan, 

melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan 

pelaksanaan kebijakan di bidang cadangan pangan, 

melakukan penyiapan pengadaan, pengelolaan, dan 

penyaluran cadangan pangan pemerintah kabupaten 

(pangan pokok dan pangan pokok lokal), 

melakukan penyiapan pemanfaatan cadangan pangan 

pemerintah kabupaten, 

melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang 

cadangan pangan, 

melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan 

pelaporan kegiatan di bidang cadangan pangan, dan 

melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas 

kedinasan. 

5. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga menjadi sebagai berikut : 

Pasal 20 

(1) Seksi Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan mempunyai 

tugas : 

a. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang 

konsumsi pangan dan penganekaragaman pangan, 

melakukan penyiapan bahan analisis di bidang konsumsi 

pangan dan penganekaragaman pangan, 

promosi penganekaragaman konsumsi pangan, dan 

pengembangan pangan local, 

melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan 

pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan dan 

penganekaragaman pangan, 

melakukan penyiapan penghitungan angka konsumsi 

pangan per komoditas per kapita per tahun dan 

penghitungan tingkat konsumsi energi dan protein 

masyarakat per kapita per tahun, 

melakukan penyiapan bahan pemanfaatan lahan 

pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga, 
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g. dan penyiapan bahan penyusunan peta pola konsumsi 

pangan; 

h. melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang 

konsumsi pangan dan penganekaragaman pangan; 

i . melakukan penyiapan bahan promosi konsumsi pangan 

yang beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA) berbasis 

sumber daya local; 

j . melakukan penyiapan bahan pelaksanaan gerakan 

konsumsi pangan non beras dan non terigu; 

k. menyiapkan pelaksananaan komunikasi, informasi dan 

edukasi penganekaragaman konsumsi pangan; 

1. melakukan penyiapan bahan kerja sama antar lembaga 

pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam percepatan 

penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber 

daya local; 

m. melakukan penyiapan bahan pengembangan pangan 

pokok lokal, melakukan penyiapan bahan pemantauan, 

evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi 

pangan dan penganekaragaman pangan; dan 

n. melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas 

kedinasan. 

(2) Seksi Keamanan Pangan mempunyai tugas : 

a. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang 

keamanan pangan; 

b. melakukan penyiapan bahan analisis di bidang keamanan 

pangan; 

c. melakukan pen5dapan bahan penyusunan rencana dan 

pelaksanaan kegiatan di bidang keamanan pangan; 

d. melakukan penyiapan bahan untuk sertifikasi jaminan 

keamanan pangan segar, penyiapan bahan pelaksanaan 

pengawasan pangan segar yang beredar; 

e. melakukan penyiapan bahan jejaring keamanan pangan 

daerah (JKPD), menyiapkan bahan komunikasi, informasi 

dan edukasi keamanan pangan, menyiapkan bahan 

pendampingan di bidang keamanan pangan,menyiapkan 

(2) Seksi 

as 

dan penyiapan bahan penyusunan peta pola konsumsi 

pangan, 

melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang 

konsumsi pangan dan penganekaragaman pangan, 

melakukan penyiapan bahan promosi konsumsi pangan 

yang beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA) berbasis 

sumber daya local, 

melakukan penyiapan bahan pelaksanaan gerakan 

konsumsi pangan non beras dan non terigu, 

menyiapkan pelaksananaan komunikasi, informasi dan 

edukasi penganekaragaman konsumsi pangan, 

melakukan penyiapan bahan kerja sama antar lembaga 

pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam percepatan 

penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber 

daya local, 

melakukan penyiapan bahan pengembangan pangan 

pokok lokal, melakukan penyiapan bahan pemantauan, 

evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi 

pangan dan penganekaragaman pangan, dan 

melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas 

kedinasan. 

Keamanan Pangan mempunyai tugas : 

melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang 

keamanan pangan, 

melakukan penyiapan bahan analisis di bidang keamanan 

pangan, 

. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan 

pelaksanaan kegiatan di bidang keamanan pangan, 

. melakukan penyiapan bahan untuk sertifikasi jaminan 

keamanan pangan segar, penyiapan bahan pelaksanaan 

pengawasan pangan segar yang beredar, 

melakukan penyiapan bahan jejaring keamanan pangan 

daerah (JKPD), menyiapkan bahan komunikasi, informasi 

dan edukasi keamanan pangan, menyiapkan bahan 

pendampingan di bidang keamanan pangan,menyiapkan 
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bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di 

bidang keamanan pangan; dan 

f. melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas 

kedinasan. 

Pasal 11 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo. 

Ditetapkan di Limboto ^ 

pada tanggal 29- ^<s£.^^^^ 

^ U P A l f ~ ^ l S i R O N T A L O , ^ 

NELSON POMALINGO 

Diundangkan di Limboto 

pada tanggal ^ ? P^e0^f^^(^ 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO, 

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2021 NOMOR 

sa 

bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di 

bidang keamanan pangan, dan 

f. melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas 

kedinasan. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo. 

Ditetapkan di Limboto & 

pada tanggal 27 9esemmner 2021 

lau ONTALO, 4 

   

  

NELSON POMWALINGO     

Diundangkan di Limboto 

pada tanggal 27 PEsEMKER GOL 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO, 

IJAH U. TAYEB 

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2021 NOMOR SS
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